
 

 

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  

NOMOR 8 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJARBARU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti bahwa Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang 
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut 
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam 
rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga 
dilakukan penyesuaian pada Standar Harga Satuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik 
Indonseia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3822); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 6736); 

 

5. Undang-Undang... 

SALINAN 



 

 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahubn 2011 tentang 
Pembentukan Peratruan Perundang-undangan (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratruan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6858); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Indonesia Tahun 2014 Noor 292, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6779); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
6523);  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Perauran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara; 

 

11. Peraturan... 



 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 
2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
112); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 9Berita 
Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negera 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah 
serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 363); 

 

 

22. Peraturan… 



 

 

  22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 

10); 

  23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan
  

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG 
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 
2024 tentang Standar harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratruan Wali Kota ini. 

PASAL II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan          
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kota Banjarbaru. 

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Maret 2025               
WALI KOTA BANJARBARU, 

 ttd 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Maret 2025           
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 ttd 

SUBHAN NOR YAUMIL 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 8 


